
BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN  BUPATI MIMIKA
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TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang   :         bahwa  untuk  melal[sanakan  ketentuan  Pasal  10  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  3  Tahun  2023  tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2023,  perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika
tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat     :  1.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1969 tentang pembentukan
Propinsi  Otonom  Irian  Barat  dan  Kabupaten  -  Kabupaten
Otonom  di  Propinsi  Irian  Barat  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907) ;

2.     Undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   lrian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Panial,   Kabupaten  Mimika,   Kabupaten  Puncak
LJaya,  dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);

3.     Undang-UndangNomor21 Tchun 2001 tentangotononi Khusus Bag
Fhovinsi fapua a.emharan Negrra Rqublik indonesia Tahun 2001
Nonior 135, Tambahan I.enbaran Negara Repiiblik hdonesia Nomor
4151)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  teralthir  dengan
Undang-Undang Nornor 2 Talun 202 1 tentang Penlbahan Kedua Atas
Undang-UndangNomor21Tal`m2001tentangOtonomiThususBaS
Ptovinsi Papua a.rmharan Nqgrra Rqublik Indonesia Tchun 2021
Nomor   155,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6697);
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4.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

5.     Undang-Undang       Nomor       I       Tahun       2004       tentang
Perbendaharaan Negara (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5,  Tambahari Lembarari Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

6.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perancangan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,   Tambahan
Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7.     Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5234);  sebagaimana telah  diubah
dengan   Undang-undang   Nomor   13   Tahun   2022   tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang     Pembentukan     Peraturan     Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

8.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja  (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun    2023    Nomor   41,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

9.     Undang-Undang  Nomor  2   Tahun  2020   tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor   1
Tahun   2020   Tentang   Kebijakan   Keuangan   Negara   Dan
Stabilitas   Sistem   Keuangan   Untuk   Penanganan   Pandemi
Corona  Virus  Disease  2019  (Covid   19)  Dan/Atau  Stabilitas
Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi     Undang-Undang     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun   2020,   Nomor   134,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10.   Undang-Undang  Nomor   1   Tahun   2022   tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Irembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2022  Nomor 4,
Tan.bahan Lembaran Negara Republik Indor`_esia  Nomor 6757) ;
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11.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804) ;

12.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    109   Tahun   2000   tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

13.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Sebagaiman
Telah    Diubah    Dengan    Peraturan    Pemerintah    Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   Tentang   Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   2012   Nomor   171,   Tambahan   Irembaran
Negara Republik Indonesia               Nomor 5340) ;

14.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005   Nomor   137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4575);

15.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun  2005 tentang Sistem
Informasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576),sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Noor  65  Tahun  2010
tentang  Perubahan  Atas   Peraturan  Pemerintah   Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia          Nomor
5155);

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantauan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor  18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4972),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun
2018  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor  .5  Tahun  2009  tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada
Partai  Politik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018    Nomor    1,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6177);

17.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi     Pemerintahan     (I.embaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan   Ifmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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18.   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

19.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    (I,embaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2017   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6057),  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2023
tentang  Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18
Tahun  2017  tentang  Hak  Keuangan  dan  dan  Administratif
Pimpinan   dan  Anggota   Dewan  Perwakilan   Rakyat   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor  6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;

20.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

21.   Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;

22.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    106   Tahun   2021    tentang
Kewenangan    dan    Kelembagaan    Pelaksanaan    Kebijakan
Otonomi Khusus  Provinsi Papua  (Lembaran Negara Republik
Indorlesia   Tahun   2021   Nomor   238,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730) ;

23.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    107   Tahun   2021    tentang
Penerimaan,  Pengelolaan,  Pengawasan,  dan  Rencana  lnduk
Percepatan    Pembangunan    Dalam    Rangka    Pelaksanaan
Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2021   Nomor   239,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

24.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Pengelolaan  lnsvestasi  Pemerintah  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
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25.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah    (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018
Nomor  157);

26.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan    Kemampuan    Keuangan    Daerah        Serta
Pelaksanaan  Dan  Pertanggungjawaban  Dana  Operasi  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

27.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem    lnformasi    Pemerintahan    Daerah    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  1114);

28.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,     Kodefikasi     dan     Nomenklatur     Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1447);

29.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah,    Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerah,  Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021     Nomor 431);

31.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah   Tahun   Anggaran   2023    (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

32.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2017
tentang  Pembentukan   dan   Susunan  Organisasi  Perangkat
Daerah   Kabupaten   Mimika   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Mimika   Tahun   2017   Nomor   4,   Noreg   Peraturan   Daerah
Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/ 2017) ;
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33.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang   Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Lembar   Daerah
Kabupaten  Mimika  Tahun  2022  Nomor  5,  Noreg  Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika, I+ovinsi Papua Tengah; 05/2022);

34.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  1  Tahun  2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2023   (Lembaran Daerah Kabupaten
Mimika   Tahun   2023   Nomor    1,   Noreg   Peraturan   Daerah
Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor 01 /2023) ;

35.   Peraturan   Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3  Tahun  2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanj.a Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023  (Lembaran Daerah
Kabupaten  Mimika  Tahun  2023  Nomor  3,  Noreg  Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah 12/ 2023) ;

36.   Keputusan  Gubemur  Papua  Tengah  Nomor  065-185  Tahun
2023  tentang  Hasil  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023
dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan     :     PERATURAN     BUPATI     TENTANG     PEN.ABARAN
PERU BAHAN      ANGGARAN      PE N DAPATAN      DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal  1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun
Anggaran   2023   semula   sebesar   Rp5.130.288.950.400,-   bertambah
sebesar               Rp2.079.592.923.464,-               sehingga               menjadi
Rp7.209.881.873.864,-dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah
a.  semula
b. bertambah/ (berkurang)
Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahari

Rp.  5.130.288.9SO.400,-
Rp.      796.862.655.861,-

Rp.  5.927.151.606.261,-
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2. Belanja Daerah
a.  semula
b. bertambah / (berkurang)
LJumlah pendapatan daerah
setelah perubahan
•umlah Surplus/ (defisit)  setelah
perubahan

3. Pembiayaan Daerah
a.  penerimaan pembiayaan;

1)  Semula
2)  Bertambah/ (berkurangt
•umlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

b.  pengeluaran pembiayaan.
1)  Semula
2)  Bertambah/ (berkurang)
•umlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan

•Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan

Rp.  5.119.288.950.400,-
Rp.  2.078.192.923.464,-

Rp.  7.197.481.873.864,-

Rp.(1.270.330.267.603),-

Rp.                                             0,-
Rp.     1.282.730.267.603,-

Rp.     1.282.730.267.603,-

Rp.             11.000.000.000,-
Rp.                1.400.000.000,-

Rp.          12.400.000.000,-

Rp.       1.270.330.267.603,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
perubahan                                               Rp.     NIHIL

PasaJ.  2

Penjabaran  perubahan  APBD  sebagaimana  dimaksud  daJ.am  Pasal  1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  merupakan  bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan   Penjabaran  Perubahan  APBD  yang  ditetapkan   dalam
Peraturan  Bupati   ini    dituangkan    lebih    lanjut   dalam    dokumen
pelaksanaan  anggaran perubahan organisasi perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang- undangan.
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Pasal 5

Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang  mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal,  5  November  2023

BUPATI MIMIRA,
ttd

ELTINUS OMALENG

Diundan8kan di Timika
Pada tanggal,  5  November  2023

Pj.  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOB. 43.

i dengan aslinya
faIAN HUKUM
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